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ABSTRAK 

 

PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) 

DI SAMSAT KABUPATEN ROKAN HILIR  

(BAGANSIAPIAPI)  

 

Oleh: 

 

MELIA AFRIANI 

NIM. 02270620570 

 

Penelitian ini dilakukan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir 

(BaganSiapiapi) pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret Tahun 2025. 

Fokus penelitian adalah Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memahami langkah-langkah yang terlibat dalam prosedur BBNKB 

dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaannya. Metode ini 

digunakan adalah Diskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur BBNKB 

melibatkan beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan fisik kendaraan, penyerahan 

dokumen pendaftaran, pengesahan berkas, pembayaran biaya, dan pengambilan 

dokumen baru seperti STNK. Faktor pendukung prosedur ini meliputi ketersedian 

fasilitas dan sarana yang memadai. Sebaliknya, faktor penghambatnya adalah 

rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya BBNKB dan 

kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya BBNKB dan kurannya 

kesaraan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya. 

 

Kata kunci : BBNKB, Prosedur BBNKB, faktor pendukung, faktor penghambat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia adalah negara berkembang dengan ribuan pulau, beragam 

budaya, dan lautan, Indonesia negara yang memiliki banyak sumber daya 

alam. Situasi saat ini mendorong pemerintah untuk mengubah setiap aspek 

ekonomi untuk meningkatkan pendapatan atau kas negara untuk mendanai 

pembangunan. Jumlah dana yang sangat besar diperlukan untuk melaksanakan 

pembangunan, dan itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan 

sebagian besar dana tersebut berasal dari penerimaan pajak. oleh karena itu, 

pajak sangat berperan penting dalam kehidupan bernegara. Pajak adalah 

sumber pendapatan utama bagi pemerintah salah satu sumber pajak yaitu 

pajak daerah. Menurut undang -undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 

2009 bab 1 pasal 1 menyatakan bahwasannya pajak adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Salah satu sumber utama pendapatan negara, yang sangat penting 

untuk mendanai pembangunan ini adalah pajak daerah. Karena pajak daerah 

merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh 

melalui pajak dan retribusi daerah. maka berperan penting dalam pembangunan 
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suatu daerah. Berdasarkan pengertian Undang-undang tentang pajak daerah 

dan retribusi daerah bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang di 

pungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk 

kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat 

besar yang tidak digunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan 

umum. 

Berdasarkan pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (14) Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan 

bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau 

keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 

pemasukan kedalam badan usaha. (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan 

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, 

warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Untuk Kendaraan 

Bermotor Baru Disebut BBNKB I, Sedangkan Untuk Kendaraan Bekas 

Disebut BBNKB II. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 7 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB I) Ditetapkan 10% Dan (BBNKN II) Ditetapkan 1%. 

Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh 

kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) atau 

dikenal dalam Bahasa inggris sebagai One Roof System. Dengan pertumbuhan 
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populasi yang terus menerus kebutuhan akan alat transportasi seperti 

kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua semakin meningkat. 

Dukungan dari berbagai kemudahan ditawarkan oleh Dealer dalam pembelian 

kendaraan bermotor juga menjadi faktor pendorong masyarakat untuk 

memiliki kendaraan. Selain itu, perubahan selera seiring berjalan nya waktu 

juga mempengaruhi perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor yang pada 

akhirnya mengakibatkan penerapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

Namun kesadaran akan peraturan-peraturan terkait dan prosedur pembayaran 

bea balik nama kendaraan bermotor sebagai sesuatu yang rumit dan memakan 

banyak waktu. Di kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Rokan Hilir 

(Bagansiapiapi) terdapat jumlah unit kendaraan bermotor yang melakukan 

proses BBNKB setiap tahunnya. Berikut penulis sajikan jumlah kendaraan 

bermotor yang melakukan BBNKB : 

Tabel 1.1 

Jumlah Unit Kendaraan Bermotor yang melakukan proses BBNKB  

padaSamsat Rokan Hilir (Bagansiapiapi) 2020-2024 

No Tahun Unit 

1 2020 3.625 

2 2021 4.792 

3 2022 5.497 

4 2023 6.342 

5 2024 6.685 

Jumlah 26.941 

 Sumber : Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Rokan Hilir tahun 2025 

 

Perkembangan pesat jumlah kendaraan bermotor saat ini tercermin dari 

jumlah unit kendaraan bermotor yang melakukan Bea Balik Nama Kendaraan 
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Bermotor BBNKB oleh Samsat Rokan Hilir (Bagansiapiapi), menunjukkan 

bahwa pada tahun 2020 terdapat 3.625 unit, pada tahun 2021 mengalami 

peningkatan unit kendaraan bermotor menjadi 4.792 unit dan pada tahun 2022 

mengalami peningkatan unit kendaraan bermotor menjadi 5.497 unit dan pada 

tahun 2023 kembali mengalami peningkatan unit kendaraan bermotor menjadi 

6.342 unit dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang segnifikan 

sebanyak 6.685 unit. Total 26.941 unit kendaraan bermotor telah melakukan 

proses BBNKB I dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 

Table 1.2 

 Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

 BBNKB dari tahun 2020-2024 

No Tahun Target Realisasi Persentase 

1 2020 Rp. 5.939.499.572 Rp. 5.442.620.000 91,63% 

2 2021 Rp. 6.982.390.000 Rp. 6.241.162.492 89,38% 

3 2022 Rp. 8.155.319.000 Rp. 8.122.291.654 99,60% 

4 2023 Rp. 9.350.057.500 Rp. 9.262.288.758 99,06% 

5 2024 Rp. 10.176.821.500 Rp. 9.557.851.716 93,92% 

Sumber :Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Rokan Hilir tahun 2025 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020-2024 target 

penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB di kantor 

UPT Rokan Hilir (Bagansiapiapi) menunjukan tren peningkatan setiap 

tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tabel dijelaskan bahwa pada 

tahun 2020 realisasi sebesar Rp.5.442.620.000 dari target Rp.5.930.499.572 

dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp.6.241.162.492 

dari target Rp.6.982.390.000 dan pada tahun 2022 realisasi sebesar 

Rp.8.122.291.654 dari target Rp.8.155.319.000 dan pada tahun 2023 

mengalami kenaikan Rp.9.262.288.758 dari target Rp.9.350.057.500, pada 



5 
 

 

tahun 2024 mengalami kenaikan Rp. 9.557.851.716 dari target Rp. 

10.176.821.500. 

Dari uraian yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian kasus permasalahan yang dihadapi dalam 

penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maka dari itu 

penulis mengambil tugas akhir dengan judul “PROSEDUR BEA BALIK 

NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI KANTOR SAMSAT 

ROKAN HILIR (BAGAN SIAPIAPI)” 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka rumusan 

masalah ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana prosedur pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Di Samsat Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi)? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembayaran Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Rokan Hilir 

(Bagansiapiapi)? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor Di Samsat Kabupaten Rokan Hilir (Bagansiapiapi). 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prosedur 

pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten 

Rokan Hilir (Bagansiapiapi). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi penulis : Diharapkan agar bisa menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai prosedur pemungutan yang ada didalam kantor 

tersebut dan sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.  

2. Manfaat bagi pembaca : Dapat menjadi referensi yang berguna bagi 

peneliti sejenis dalam permasalahan yang sama.  

3. Manfaat bagi instansi : Diharapkan menjadi masukkan yang dapat 

memberikan manfaat dalam mengelolah prosedur sehingga target yang 

ingin tercapai bisa lebih baik lagi dan sesuai target yang ditetapkan bahkan 

bisa melebih target yang sudah ditetapkan tersebut. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang yang ada, 

maka ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui bagaimana prosedur Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor serta regulasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap membayar kewajiban Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor. 

2. Bagi Pembaca  

a. Tugas akhir ini diharapkan bisa jadi bahan rujukan untuk riset sejenis 

yang tertarik melaksanakan riset selanjutnya. 

b. Tugas akhir ini diharapkan sanggup menaikkan serta memperluas 

wawasan mengenai prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
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3. Bagi Instansi 

Bagi Institusi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

sebagai tambahan referensi acuan mengenai prosedur Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Analisis Data 

Penulis menganalisis data dengan menggunakan penjelasan bersifat 

Deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu 

fakta ataupun peristiwa dan memberikan gambaran secara objektif tentang 

keadaan atau permasalahan yang dihadapi. 

1.6.2. Lokasi Penelitian 

 Tempat Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan di Kantor UPT 

Bagansiapiapi Jalan Perwira No.102, Bagan Kota, Kecamatan Bangko, 

Kabupaten Rokan Hilir, Riau 28912. 

1.6.3. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek dalam Penelitian ini yaitu wajib pajak yang khususnya 

masyarakat yang ingin melakukan pengurusan Pajak Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor sedangkan objek penelitian ini yaitu Tata Cara 

Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Samsat Rokan 

Hilir (Bagansiapiapi). 

1.6.4. Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan dimulai dari bukan Februari 2025 sampai 

dengan bulan Maret 2025. 
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1.6.5. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber nya melalui wawancara dengan pihak Kantor UPT Khususnya 

bagian penerimaan pajak di Kantor Samsat Bagansiapiapi. 

2. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari subjek penelitian, data yang diperoleh dalam bentuk 

laporan, catatan, dokumen mulai kantor UPT dan berbagai sumber. 

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Metode Wawancara Metode wawancara yaitu metode yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab kepada karyawan atau staf kantor UPT 

Bagansiapiapi, khusus nya kepada bagian Kasi Penerimaan untuk 

mendapatkan informasi yang bermanfaat dan relevan. 

b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui pengumpulan bahan- 

bahan tertulis berupa buku-buku, data yang diperoleh dan laporan yang 

relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah 

ada. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  :  GAMBARAN UMUM KANTOR UPT BAGAN SIAPIAPI  

  Bab ini berisikan penjelasan tentang gambaran umum kantor 

UPT Bagansiapiapi, struktur organisasi instansi, uraian tugas 

kantor UPT Bagansiapiapi, visi dan misi Kantor Samsat 

Bagansiapiapi.  

BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

  Bab ini berisikan tentang tinjauan teori dan tinjauan praktek 

sesuai dengan topik pembahasan yang diteliti penulis. 

BAB IV  :  PENUTUP  

  Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

bermanfaat bagi yang membaca nya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Sejarah Singkat 

 Secara khusus sejarah SAMSAT Bagansiapiapi berdiri pada tahun 

2002 dengan perlengkapan yang sangat terbatas baik dari sumber daya 

aparatur dan perlengkapan dari fasilitas yang ada di SAMSAT Kecamatan 

Bagan Sinembah.  

 Kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah adalah kantor 

SAMSAT kedua yang berdiri setelah kantor SAMSAT Kecamatan Bangko 

Bagansiapiapi. Pada tahun 2010 barulah kantor SAMSAT Kecamatan Bagan 

Sinembah mendapatkan fasilitas yang cukup memadai walaupun pada saat itu 

sistem yang digunakan untuk penginputan data masih secara manual. 

Pada tahun 2017 akhir kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir sudah menggunakan sistem Penginputan data secara 

Online dengan perlengkapan yang cukup memadai guna memberikan 

pelayanan terhadap masyarakat. 

Dari 3 (tiga) kantor SAMSAT yang ada di Kabupaten Rokan Hilir 

Kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah yang baru menggunakan 

Penginputan data secara online dan data yang diinput sudah langsung 

terhubung dengan data yang ada di pusat. 

 Sampai dengan tahun 1974, proses perpanjangan STNK harus 

membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Jika ingin 

membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang hendak 
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membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

(SWDKLLJ) dan harus mendatangi kantor asuransi Jasa Raharja dan mereka 

pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. 

Masing-masing instasi belum terintegritas. 

 Pada tahun 1974-1976, guna memenuhi tujuan registrasi dan 

identifikasi forensik dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan 

kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan uji coba pembentukan 

SAMSAT di Polda Metro Jaya.  

 Pada tahun 1976-1988, berdasarkan INBRES 3 Mentri, Menhankam, 

Menkeu Dan Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No.KEP1693/MK/ 

IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa Konsep SAMSAT diberlakukan di 

seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) dan Dinas 

Pendapatan Provinsi bersama-sama. Meski demikian, masing-masing instasi 

menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT.  

Pada tahun 1988-1993, berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu 

dan mendagri No.INS/03X/1988, No.5/IMK.013/1988, No.13A Tahun 1988 

dilakukan STNK/Pajak/SWDKLLJ yang di gabungkan menjadi satu. 

 Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) 

yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi 

(sertifikat).   Pada tahun 1993-1999, diberlakukan revisi masa berlaku STNK 

dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun, akan tetapi disetiap tahunnya wajib 

melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan 

Bersenjata, Menkeu dan Mendagri No.INS/02/II/1993. No.01/IMK.01/1993, 
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No.2A Tahun 1993. Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) 

untuk pelayanan. 

 Pada tahun 1999 sampai saat ini, berdasarkan INBERS Menhankam, 

Menkeu dan Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No. 

29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem 

operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. Pembayaran SWDKLLJ yang 

terterapada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat). 

Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti 

pembayaran.  

 

2.2. Visi dan Misi Pelayanan Samsat Bagan Siapiapi 

1. Visi:  

“Mewujudkan pelayanan dibidang Registrasib dan Identifikasi 

Kendaraan Bermotor yang Profesional, Modren dan Terpercaya guna 

Mendukung Pembangunan Nasional” 

2. Misi: 

a. Peningkatan SDM guna memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat. 

b. Meningkatkan Saran dan Prasarana guna memberikan pelayanan yang 

lebih cepat, mudah dan nyaman bagi masyarakat. 

c. Pengawasan Internal guna mencegah Penyimpangan dan KKN. 
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2.3 Deksripsi Umum Tentang SAMSAT 

 SAMSAT merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap. Terdiri dari tiga instansi (data kendaraan-untuk polisi, pajak 

daerah-untuk pemerintah daerah dan asuransi-untuk pemilik). Pada awalnya 

masing-masing instansi ini terpisah sehingga menyulitkan wajib pajak ketika 

membayar pajak kendaraan, namun sekarang dijadikan satu wadah oleh 

karenanya dinamakan sistem administrasi manunggal satu atap, hanya saja 

untuk biaya masing-masing instansi tetap dikelolah dan masuk ke masing-

masing instansi. 

1. Polisi Daerah (POLDA)  

Setiap data kendaraan harus tercatat di database Polda. Karena itu 

proses pendaftaran kendaraan merupakan wewenang dan tangggung jawab 

Polisi. Wewenang Polda dalam hal ini antara lain:  

a. Objek pajak yaitu pengecekan kendaraan, nomor rangka dan mesinnya.  

b. Pemilik/wajib pajak yaitu pengecekan nama dan alamat yang tertera 

pada STNK Hal ini guna dilakukan untuk mengetahui apabila ada 

pencurian, penggelapan atau kasus kriminal terhadap kendaraan, Polisi 

bisa mencatat dan membuka data kendaraan untuk ditindak lanjuti. 

2. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi  

Pemerintah telah menetapkan peraturan bahwa setiap pemilik 

kendaraan bermotor (darat dan air) wajib membayar pajak kendaraan 

untuk in come daerah setempat. 

3. Jasa Raharja (JR)  

 Kenapa harus membayar ansuransi jasa raharja? Asuransi 

kecelakaan. Kita bisa mengklaimnya berdasarkan ketentuan yang telah 

disepakati. Jasa raharja tidak menerima klim dari kecelakaan tunggal. 
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 Masing-masing instansi mempunyai kepala yang berbeda, pegawai 

dan tentunya wewenang dan tangung jawabnya berbeda pula. Tidak bisa kita 

meminta petugas dan dinas pendapatan unutk cetak STNK, karena itu 

wewenang Polisi. Juga tidak bisa kita mengklaim asuransi ke Polisi karena itu 

tanggung jawab Jasa Raharja. 

 

2.4 Bagian/Unit Kerja Tempat Penelitian Lapangan  

Adapun susunan Kantor Pelayanan dan Pajak Daerah di Kecamatan 

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut : 

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah, Memiliki Tugas Antara 

Lain:  

1. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan 

pelaksanaan tugas dinas di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak 

Daerah (KPPD)  

2. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusuan teknis tahunan.  

3. Memberikan saran pertimbangan atau informasi mengenai situasi 

pendapatan diwilayah kerja sbagai bahan untuk menetapkan 

kebijaksanaan 

4. Melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai kebijaksanaan 

5. Menyusun program kerja 

6. Mengadakan hubungan kerja fungsional dengan instansi baik 

pemerintah maupun swasta 

7. Menyelenggarakan pengelolahan, kepegawaian, keuangan, dan 

kegiatan ketatausahaan dilingkungan KPPD. 
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8. Mengumpulkan, mengelola data, dan membuat laporan serta 

menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas di lingkungan KPPD. 

9. Mengadakan pembinaan dan peningkatan untuk para staf. 

10. Memimpin, membina dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di 

kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).  

b. Bagian Tata Usaha Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

memiliki tugas antara lain :  

1. Menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan program.  

2. Melaksanakan urusan ketatausahaan kantor.  

3. Menyusun dan merumuskan anggaran kebutuhan dan kegiatan kantor. 

4. Merumuskan dan menyusun pedoman dan tata laksana kegiatan kantor. 

5. Melakukan pengelolahan administrasi keuangan dan perlengkapan. 

6. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian. 

7. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor. 

8. Menyusun, mengelola dan menyampaikan laporan secara berkala.  

b. Bagian Seksi Penagihan, Pembukuan Dan Pelaporan Kepala Seksi 

Penagihan, Pembukuan Dan Pelaporan Dipimpin Oleh Kasi 

Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan Kasi Penagihan, Pembukuan 

dan Pelaporan. Memiliki tugas antara lain : 

1. Melaksanakan yang diberikan KPPD. 

2. Mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala 

KPPD  

3. Melaksankan penerimaan pembayaran berdasarkan surat perhitungan 

dan penetapan pemungutan pendapatan daerah 
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4. Melaksanakan pemberian tanda lunas pembayaran pemungutan 

pendapatan daerah  

5. Melaksanakan pencatatan penerimaan pendapatan daerah kedalam 

buku penerimaan 

6. Melaksanakan penerimaan laporan pengelolaan pungutan pendapatan 

daerah yang dikelola dinas atau instansi penghasilan  

7. Melaksankan pembukuan daftar tunggakan pungutan pendapatan 

daerah  

8. Melaksanakan pencatatan penagihan tunggakan dan sisa tunggakan 

pungutan pendapatan daerah 

9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

penerimaan dan penagihan pungutan pendapatan daerah. 

10. Menyusun data sebagai bahan pembuatan laporan.  

c. Seksi penerimaan dan pentapan di pimpin oleh kepala seksi 

penerimaan dan penetapan, Memiliki tugas antara lain:  

1. Merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan 

dengan pelayanan 

2. Melaksanakan koordinasi pelayan internal  

3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pelayanan 

4. Meneliti dan mencatat nilai jual kendaraan bermotor bagi ayang belum 

tercantum dalam surat keputusan gubernur sebagai dasar perhitungan 

pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.  

5. Melakukan pemantauan pelaksanaan pendaftaran, penetapan, dan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor.  
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6. Menyiapkan dan menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan  

7. Menagamankan dan mengendalikan bukti-bukti kendaraan, pendataan, 

penetapan dan penerimaan sebagai bahan dokumentasi  

8. Menyampaikan daftar tunggakan beserta dokumennya  

9. Melaksanakan pemeriksaaan berkas atas kendaraan yang akan di 

mutasi. 

 

Gambar 2.1 

Struktur organisasi vartikel samsat 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Samsat Bagansiapiapi Tahun 2025 

Keterangan: 

1. Kaur Regident SAMSAT  

 Melakasanakan penyelenggaraan dibidang pelayanan registrasi 

dan identifikasi kendaraan bermotor dalam bentuk-bentuk pelayanan 

seperti STNKB, TNKB, BPKB, Kartu Induk, dan lain sebagainya.  

2. Kaur Penerimaan Dana Penetapan Pajak 

 Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pemungutan PKB dan 

BBNKB di kantor bersama SAMSAT bertanggung jawab langsung kepada 

kepala KPPD Kecamatan Bagan Sinembah Kabupataen Rokan Hilir.  

SAMSAT 

Kaur Regident Kaur Penerimaan/Penataaan Jasa Raharja 
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3. Jasa Raharja  

Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pemungutan 

SWDKLLJ dan IWKU bertanggung jawab langsung kepada kepala 

perwakilan PT jasa raharja. 

4. Proses Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Kantor 

SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah  

Adapun cakupan kewenangan kantor SAMSAT Bagan Sinembah 

dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah 

meliputi: 

a) Pendaftaran Bea Balik Nama Pertama /BBN 1 mencakup:  

1) Pendaftaran Kendaran Baru 

2) Pendaftaran kendaraan eksuar daerah  

3) pendaftaran kendaraan eks Dump TNI/Polri  

4) pendaftaran kendaran eks lelang / putusan pengadilan 

b) Pendaftaran Bea Balik Nama Kedua dan seterusnya / BBN II 

mencakup:  

a. Rubah Bentuk. 

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memprosesnya yaitu:  

1) Fotocopy STNK 2 lembar  

2) Fotocopy KTP 2 lemba  

3) Fotocopy BPKB 2 lembar  

4) Kendaraan dihadirkan untuk di cek fisik  

5) Surat kendaraan dari DISHUB  
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b. Ganti Pemilik Dengan Ganti Warna 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu  

1) Fotocopy STNK 2 lembar  

2) Fotocopy KTP 2 lembar  

3) Kendaraan dihadirkan untuk di cek fisik  

4) Kwitansi pembelian materai 6000  

5) Surat keterangan dari dealer dangan materai 6000  

c. Ganti Nomor Polisi 

d. Pindah alamat  

1) Pendaftaran kendaraan mutasi keluar daerah  

2) Pelayanan cek fisik kendaraan bermotor  

c)  Perpanjangan STNK setiap 5 tahun dan ganti nopol syarat syarat yang 

harus di penuhi yaitu: 

1) Fotocopy STNK 2 lembar  

2) Focopy KTP 2 lembar  

3) Pajak tahun sebelumnya  

4) Fotocopy KTP 2 lembar  

5) Pajak tahun sebelumnya  

6) Fotocopy BPKB 2 lembar  

7) Kendaraan dihadirkan untuk di cek fisik  

8) Surat kuasa  

d)  Pengesahan STNK setiap 1 tahun  

1) Fotocopy STNK 2 lembar  

2) Fotocopy KTP 2 lembar  
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3) Pajak tahun sebelumnya  

4) Fotocopy BPKB 2 lembar  

Alur mekanisme pendaftaran tahunan sebagai maklumat pelayanan 

yang terdapat dalam ruang tunggu wajib Pajak diwajibkan membawa 

berkas sesuai ketentuan dengan memasuki tahapan penelitian berkas, 

setelah itu terjadi pendaftaran penetapan pada loket satu, maka berkas 

tersebut akan dilakukan koreksi untuk meneliti kebenaran PKB sampai 

pada pengesahan STNK ubtuk selanjutnya loket dua pembayaran PKB/ 

Validitas SKPD. Pada tahapan pengesahan STNK harus dilakukan 

penggabungan dan pemisahan berkas STNK tersebut untuk selanjutnya 

terjadi penyerahan STNK. 

5. Sop Dan Tugas Pokok Samsat 

Standar Operasional Prosedur SAMSAT  

1. Umum  

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 

dinyatakan bahwa sebagai bukti kendaraan bermotor telah 

diregistrasi pemilik diberikan BPKB, STNK, dan TNKB. Pasal 70 

ayat (2) dinyatakan bahwa STNK dan TNKB berlaku selama 5 

(lima) tahun yang harus dimintai pengesahan setiap tahun.  

b. Bahwa perkembangan kejahatan semakin canggih dan kompleks, 

sehingga mengharuskan Polri mengerahkan segenap kekuatan 

untuk menanggulangi, antara lain melalui registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor.  
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c. Bahwa seiring dengan digulirkannya reformasi birokrasi Polri saat 

ini diperlukannya penyempurnaan terhadap ketentuan dan 

pedoman pelayanan penerbitan STNK agar terwujud pelayanan 

yang humanis, cepat, tepat, akurat, transparan, profesional dan 

akuntabel serta seragam dan standar di SAMSAT seluruh 

Indonesia.  

d. Profesionalisme merupakan kualitas, sikap dan prilaku yang 

merupakan ciri mutu dari orang yang profesional. Profesionalisme 

Polri adalah sikap yang dilandasi ilmu pengetahuan, etika, moral, 

dan disiplin, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat. 

e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam 

huruf a, b, c, dan d di atas, perlu adanya Standard Operational 

Procedure (SOP) untuk pelayanan penerbitan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor.  

2. Maksud dan Tujuan  

a. Maksud pembuatan Standard Operational Procedure (SOP) ini 

untuk dijadikan pedoman oleh para pelaksana dalam rangka 

meningkatkan pelayanan penerbitan STNK.  

b. Tujuannya agar para pelaksana memiliki persepsi dan tindakan 

serta komitmen yang sama dalam pelaksanaan peningkatan 

pelayanan penerbitan STNK pada kantor bersama SAMSAT 

diseluruh Polda. 



22 
 

 

3. Tugas Pokok dan Fungsi SAMSAT 

Tugas pokok dan fungsi SAMSAT adalah melaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi 

meliputi tata laksana pendaftaran kendaraan bermotor, tata laksana 

pemungutan PKB dan BBNKB sesuai dengan peraturan perpajakan 

yang berlaku dan tata laksana pemungutan Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).untuk melaksanakan tugas 

pokok tersebut maka fungsi SAMSAT Bagan Sinembah sebagai 

berikut :  

a. Penyusunan program kerja jangka panjang dan jangka pendek 

mengenai pelayanan dengan SAMSAT secara terpadu dan 

terkoordinasi antaara dispenda provinsi riau, polri dan PT jasa 

raharja. 

b. Menyelenggarakan berupa pendaftaran, penetapan, palaksanaan 

pungutan yang berkaitan dengan administrasi SAMSAT dan 

penyerahan hasil pelayanan berupa STNK, BPKB, SPPD, dan plat 

nomor kendaraan.  

c. Pendataan dan pemeriksaan subjek/objek PKB dan BBN-KB  

d. Menyelenggarakan pengelolahan arsip (penata usahaan 

pelaksanaan kegiatan)  

e. Menyediakan informasi tentang hal-hal berkaitan pajak di 

SAMSAT  
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f. Penagihan hutang piutang PKB dan BBN-KB dan penataan 

usahaan penagihan piutang  

g. Melakukan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan 

SAMSAT. 
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BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, 

maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan Dengan 

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di samsat Rokan Hilir 

(Bagansiapiapi),Yaitu: 

1. Prosedur bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yaitu wajib pajak 

datang Kekantor Samsat Rokan Hilir untuk melakukan pengecekan fisik 

kendaraan bermotor yaitu dengan mengecek nomor rangka dan mesin 

kendaraan bermotor selagi kendaraan bermotor dilakukan pengecekan fisik 

wajib pajak diberikan formulir persyaratan yang harus di isi oleh wajib 

pajak, setelah selesai dilakukannya pengecekan fisik dan mengisi formulir 

maka wajib pajak disarankan untuk keloket BBNKB untuk melakukan 

pendaftran dan menyerahkan formulir beserta persyaratan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. Setelah itu diserahkan formulir tadi wajib pajak 

akan dipanggil untuk melakukan pembayaran diloket pembayaran dan 

akan mendapatkan resi setelah itu kendaraan akan dicek ulang 

kepemilikannya diloket progresif, kemudian wajib pajak akan menunggu 

sampai proses selesai dan dipanggil untuk pengambilan STNK/SKPD di 

loket. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) Di Samsat Rokan Hilir (Bagansiapiapi) sebagai 

berikut: 
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a. Hal-hal pendorong dalam Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor 

1. Kesadaran wajib pajak dalam mematui peraturan daerah yang telah 

ditetapkan akan pentingnya membayar pajak terkhusus Pajak Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

2. Adanya fasilitas yang disediakan oleh kantor samsat 

3. Kualitas pelayanan yang bagus 

b. Hal-hal yang menghambat dalam Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) Rokan hilir sebagai berikut: 

1. Tidak lengkapnya berkas-berkas persyaratan yang dibawa oleh 

wajib pajak 

2. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap bea balik nama 

kendaraan bermotor (BBNKB) 

3. Terkadang terjadi kerusakan pada alat sarana dan prasarana 

4. Kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakannya 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memeberikan beberapa saran 

yang mungkin dapat memberikan masukan untuk instansi perpajakan antara 

lain: 

1. Bagi Kantor Samsat Rokan Hilir (Bagansiapiapi) 

Melaksanakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor pada wajib pajak yang berada didaerah 

pelosok Rokan Hilir agar meningkatkan pemahaman yang lebih efektif 
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untuk wajib pajak tidak kesulitan dalam pembayaran Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. 

2. Bagi Penulis  

Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan 

penelitian lebih akurat dan teliti dari data yang diperoleh karena dapat 

mempengaruhi potensi penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor Dikantor Samsat Rokan Hilir (Bagansiapiapi).  
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana sistem, mekanisme, dan prosedur  bea balik nama kendaraan 

bermotor di kantor UPT Rokan Hilir (Bagansiapiapi) 

2. Apa aja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan pajak bea 

balik nama kendaraan bermotor di kantor UPT Rokan Hilir 

(Bagansiapiapi) 

3. Apa dasar hukum yang digunkan UPT Rokan Hilir (Bagansiapiapi) 

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalampemungutan pajak bea 

balik nama kendaraan bermotor di UPT Rokan Hilir (Bagansiapiapi) 
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